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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan agar umat manusia hidup untuk
saling menolong di atas dasar rasa tanggung - jawab
bersama, jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam
hidup bermasyarakat. |

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus
bermasyarakat antara satu dengan lainnya. Sebagai
makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan
andilnya kepada orang lain, saling bermu'amalah untuk
memenuhi hajat hidupnya (Ahmad Azhar, 1983: 5).

Ajaran Islam yang komprehensif ini tidak hanya
mengatur satu segi kehidupan saja, tetapi Islam telah
mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek
pribadi, aspek rumah tangga, aspek sosial - ekonomi,
aspek bernegara atau aspek politik. Oleh karena itu
kehidupan yang di kotomis yang membedakan secara
dualistis antara profan dan yang sakral, duniawi dan
ukhrawi, religius dan sekuler dan lain-lainnya, tidak
dikenal dalam cara berfikir seorang muslim. (Rais,

1996: 42).



Dalam kehidupan manusia khususnya baru mereka
yvang bermuamalah tidak bisa lepas dengan apa yang
disebut dengan harta kekayaan, sedangkan arti dari
harta kekayaan itu sendiri adalah benda atau barang
milik seorang yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga
pada benda itu melekat hak. Undang-undang menganggap
karya cipta Merk, paten sebagai barang bergerak dan di
atas barang bergerak tersebut melekat hak cipta, hak
merk dan hak paten.

Lingkup harta kekayaan meliputi hal:

1. Barang (benda material)
- Barang befgerak
- Barang tidak bergerak
2. Hak (benda immaterial)
- Hak atas barang bergerak
-.Hak atas barang tidak bergerak

Pada dasarnya harta kekayaan ada pamiliknya.
Kepemilikan tersebut dapat dibuktikan melalui anggapan
vang diakui oleh undang-undang, atau berdasarkan
dokumen perolehannya.

Pembuktian pemilikan harta kekayaan selalu
tertulis, sehingga lebih terjamin kepastian
hukumannya. (Abdulkadir Muhammad, 1994: 28).

Penemuan adalah hasil setiap karya atau gagasan



penemuan yang Bérkaitan dengan pemecahan baru atas
masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa
hasil produksi atau proses produksi yang lebih dikenal
dengan hak paten (Adi Sumarto, 1989: V).

Penemuan merupakan milik seseorang karena
kemampuan intelektualnya. Pemilikan bukan pada
barangnya, melainkan pada hasil kemampuan intelektual
yang berupa penemuan, penemuan tersebut mempunyai
nilai ekonomi yang menghasilkan Xkeuntungan bagi
pemilik atau pihak yang menggunakannya. Karena
mempunyai nilai ekonomi, maka penemuan yang dituangkan
dalam bentuk barang disebut harta kekayaan intelektual
lain (intelektual property), hak milik atas kekayaan
intelektual disebut hak milik intelektual
(intellectual property right) sebagai harta kekayaan
immaterial (benda tak berujud). (Abdulkadir Muhammad,
1994: 112).

Untuk melindungi paten pemerintah Pepublik
Indonesia telah mengeluarkan UU no. 6 tahun 1989, LN
no. 39 tahun 1989 tentang paten. Dalam pasal I butir
(1) UU no. 6 tahun 1989 di tentukan:

"Paten adalah hak khusus yang diberikan negara
kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang
teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri penemuannya tersebut atau memberikan

persetujuannya kepada orang lain untuk
melaksanakannya." (Khoirul Anwar, 1992: 48).



Pada manusia pribadi atau badan hukum harta
kekayaan di samping berfungsi sebagai modal juga
berfungsi sebagai Jjaminan atas hutangnya, artinya
apabila dia memperoleh pinjaman dari pihak lain, maka
harta kekayaan yang dijadikan sebagai jaminan itu
berlaku sebagai pelunasannya, (Abdulkadir Muhammad,
1994: 25).

Dalam dunia Islam juga sudah dikenal, gadai-
menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak.zaman dahulu
dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai dalam
syari'at 1Islam adalah menjadikan suatu barang yang
bernilai menurut syara' sebagai jaminan atas piutang,
yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam
kepada pihak yang memberikan pinjaman (Hamzah Ya'qub,
1992: 217).

Telah , sepakat ulama! babwa . gadairmenggadai . itu

hukumnya Jais (boleh), berdasarkan firman Allah dalam

al- Qur an:
2~

& **Ef*‘:f,e\?f“‘ 20, L L

ekt \u-fa\u\ﬂ\”/’ \,’(,Ez,
( vve a‘,;,_A\) :L/:_;

Artinya: "Jika kalian dalam perjalanan (dan
bermuamalah tidak secara tunai) sedang kalian
tidak memperoleh seorang penulis, maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kalian mempercayai sebagian yang
lain, maka hendaklah yang dipercayai itu



menunaikan amanatnya (hutangnya), dan
hendaklah ia bertagqwa kepada Allah Tuhan-Nya
(Q.S. al-Bagarah ayat 283).

Dalil dari as-sunnah, berdasarkan hadits nabi

yang diriwayatkan dari Aisyah Ulumul Mu'minin r.a.

berkata:
AGP ssipes ) @«\«f@‘b\=wm\9€pr\sQJ
o9~

277 -,

SN Sy U :\; ?1:@53 b)Hs é;,/\:;," 25%2 o2
Artinya: "Rasulullah pernah membeli makanan dari orang
Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju
besi beliau." (H.R. Bukhari).

Dari beberapa uraian di atas dapatlah diambil
suatu permasalahan bolehkah hak paten tersebut
dapatlah diambil suatu permasalahan bolehkah hak paten
tersebut dijadikan sebagai jaminan gadai, éedang dalam
masa nabi hal tersebut belum ada, dan hak paten itu
sendiri termasuk barang yang immaterial (abstrak)?
dalam Fiqgh Islamﬂjuga belum di singgung secard pasti
tentang boleh tidaknya hak paten dijadikan sebagai
jaminan gadai, untuk kepentingan itulah kiranya perlu

dilakukan kajian lebih lanjut.

Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang permasalahan di atas,

maka dapatlah diketahui bahwa pokok masalah yang akan

. diteliti adalah: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK



E.

PATEN SEBAGAI JAMINAN GADAI." Dalam hal ini akan
dianalisa bagaimana pendengaran hukum Islam terhadap

masalah tersebut.

Pembatasan Masalah

Pembahasan skripsi ini akan di khususkan pada
hak paten sebagai bagian dari hak milik intelektual
secara umum, untuk dijadikan sebagai jaminan ditinjau

dari hukum Islam.

Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan terarah dalam penyelesaian
skripsi ini, maka masalah studi ini dirumuskan dalam
bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah deskripsi hak paten itu?
2. Apakah hak paten dapat dijadikan _sebagai jaminan

gadai dan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam?

Tujuan Studi
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan
studi ini di antaranya:
1. Untuk dapat mengetahui bagaimana diskripsi tentang
hak paten.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam jika hak



paten tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam

gadai.

Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat dan

berguna minimal untuk:

1.

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai
hukum dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam
masyarakat, khususnya tentang hak paten.

Untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan
tersebut di atas.

Aspek penerapan dapat digunakan sebagai bahan
rujukan (pertimbangan dan pedoman) dalam penentuan

hukum tentang hak paten sebagai jaminan gadai.

Metode Penelitian

1.

Jenis penelitian
Dalam penelitian ini digunakan penelitian
kepustakaan (bibliographic research).
Data yang dihimpun:
a. Data tentang_hak milik
b. Data tentang éara memperoleh hak milik
c. Data-data tentang hak paten

d. Data-data tentang penemuan yang dapat dipatenkan



Sumber data

Adapun sumber data utama (primer) yang akan
digunakan dalam studi ini adalah buku-buku atau
kitab-kitab yvang memiliki keterkaitan secara
langsung dengan studi ini di antaranya sebagai
berikut:

a. Hukum Paten dan Perundang-Undangan Paten
Indonesia, oleh Chairul Anwar, S.H.

b. Hukum Harta Kekayaan, oleh Prof. Abdulkadir
Muhammad.

c. Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan
prakteknya di Indonesia), Oleh Drs. Muhammad
Djumhana, S.H. dan R. Djubaidillah, S.H.

d. Lisensi Péten, oleh Insan Budi Maulana, S.H., ¢~
LLM.

e. Segi-segi, Hukum  Hak Milik Intelektual, oleh
Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, S.H.

f. Figh Empat Madzhab terjemah, oleh Drs. H.
Mohammad Zuhri, Dipl. Tafl. dkk.

g. Kode Etik Dagang Menurut Islam, oleh Dr. H.
Hamzah Ya'qub.

h. Pengantar Figh Muamalah, oleh Prof. Dr. Hasby
Ash-Siddieqy.

i. Problematika Fiqh Islam, oleh Drs. H. Nazar



Bakry.
j. Ekonomi Islam suatu Pengantar, oleh Drs. H.
Ibrahim Lubis Bc. Hk. Dipl. Ec.
k. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,
oleh Dr. Yusuf al-Qordawi.
1. Dan lain-lain.
4. Teknik penggalian data
Sedangkan teknik penggalian data adalah
dengan cara menelaah dan membaca, kemudian
dilakukan pengklasifikasian secara sistematis,
dengan disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan

yang menjadi fokus pembahasan studi ini.

H. Analisa Data

1. Editing, yaitu mengadakan peninjauan, pemeriksaan
kembzli terhadap. . kelengkapan, keserasian dan
kesesuaian data, antara data yang satu dengan yang
lain.

2. Organizing, .yaitu melakukan penyusupan secara
sistematis terhadap data yang telah diperoleh
dengan disesuaikan pada pokok-pokok pembahasan yang
telah diplainingkan.

3. Analisis, yaitu mengadakan penganalisaan terhadap

data-data yang telah disusun, dengan menyelami
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merefleksikan data-data tersebut supaya dapat

ditarik suatu kesimpulan.

I. Metode Bahasan Hasil Riset

1.

Induktif, yaitu mengemukakan pernyataan atau dalil-
dalil yang bersifat khusus untuk mendapatkan
kesimpulan yang bersifat umum.

Deduktif, yaitu mengemukakan pernyataan atau dalil-
dalil yang bersifat umum untuk mendapatkan
kesimpulan yang bersifat khusus.
Diskriptif-analisis, yaitu melakukan penjabaran
yvang disertai analisa secara integratif dalam

rangka menjawab permasalahan studi ini.



BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MILIK DAN GADAI

DALAM HUKUM ISLAM

A. Hak Milik dalam Islam

1.

Pengertian hak milik

Bahwasanya hak milik itu tersusun atas kata-
kata "Hak" dan "milik". Secara etimologi, "hak"
berarti:

1. Yang benar

* 9. Kekuasaan yang benar atas suatu atau untuk

menuntut sesuatu.

3. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu

4. Kewenangan

5. Milik kepunyaan, hak milik, hak milik harta,
(W.J.S. Poerwodarminto, 1976: 339)

Dalam versi lain hak juga bisa diartikan di
antaranya: benda,_milik, wujud, nyata, benar apa
yang dijaga, hakekat atau sebenarnya sebagai lawan
dari kiasan (Drs. Masduha Abdur Rahman, 1995: 70).

Menurut istilah, hak ada beberapa pengertian
pertama:

"L;YLA) G e A0 p st SRS I
Npm s Mwwwmwu\yw(w\&w

11
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"Sekumpulan kaidah-kaidah dan peraturan-

peraturan syari'ah yang mengatur atas dasar
harus ditaati hubungan manusia sesama manusia,

baik mengenai orang, maupun mengenai harta."

Sedangkan untuk. pengertian yang kedua:

0y LR&S s sl d g e 1Ly

"Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu Yyang
wajib atas seseorang bagi yang lainnya (Hasby
Ash-Shiddeqy, 1972, 108).

Sedangkan milik secara bahasa adalah:

u_,.LJ\. >\/'u'5!\u\>\\)~.1.:.w‘§1‘ o\ P AU - AW
A

"Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan
untuk berbuat apa saja terhadapnya"
Ada juga yang memberi pengertian bahwa milik

yaitu:

A S ks 85038 PAIANEY

"Memilik'i’ V'sesddtidansanggup' 'bertindakc'secara
bebas terhadapnya" (Hasby Ash-Siddieqy, 1972:
8).

Menurut istilah, para fuqoha memberikan

pengertian bermacam-macam, di antaranya:

w\,.p()fx_a doce gt E:._x.é?l)l,u,p\p:o\
s p UL A s e

"Wewenang khusus atas sesuatu benda yang
menghalangi pihak lain bertindak di atasnya dan
memungkinkan pemiliknya berbuat apa saja
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terhadapnya sejauh sesuatu itu dikhususkan
baginya selama tidak ada halangan syara'"

(Drs. Masduha Abdu Rahman, 1995: 85)

Dalam figh muamalah juga dijelaskan bahwa

yang disebut dengan miliknya yaitu:
(%4 2, - -
’ "\ ) A . s -

2\
"Suatu iktishas Yyang menghalangi yang lain,
menurut syara', Yyang membenarkan si pemilik

ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya
sekehendaknya, kecuali ada penghalang."

{

Yang dimaksud dari kata jaiz yang tersebut di
atas adalah "sesuatu yang mencegah orang yang bukan
pemilik atas barang memanfaatkan dan bertindak
tanpa seizin si pemilik. Sedangkan Yyang dimaksud

dengan mani' yaitu:

o Q:S\&;,A.MLS‘iALJ‘C%*{\°‘

"Sesuatu yang mencegah si pemilik sendiri
bertindak terhadap harta miliknya" (Hasby Ash-
Shidieqy, 1972: 08).

Dari beberapa uraian yang tersebut di atas
dapat ditarik suatu simpulan bahwa hak milik adalah
hubungan manusia dengan benda dan dijadikannya
khusus baginya di mana pemilik berkuasa berbuat dan

mempergunakan serta mengambil manfaat dari sesuatu

benda itu dengan segala cara yang diizinkan. Atau
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dengan kata yang lebih sederhana lagi yaitu suatu
hak untuk menguasai sesuatu dan menggunakannya atau
tidak menggunakannya secara bebas yang dapat
dipertahankan oleh pemiliknya selama tidak ada
penghalang.

Macam-macam hak milik

Sebagaimana telah penulis kemukakan, bahwa
hak milik adalah suatu hak untuk menguasai sesuatu
dan menggunakannya secara bebas yang dapat
dipertahankan oleh pemiliknya selama tidak ada
penghalang.

Selanjutnya, hak milik atau milik tersebut
dilihat dari segi sempurna dan tidak sempurnanya
dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Milik sempurna (milk al-tam)

Yaitu milik atas zat benda (rogobah) dan
manfaatnya (Ahmad Azhar Basyir, 1987: 30) yang
cirinya-cirinya:

1. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu

2. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan,
memungut hasil dan melakukan tindakan-
tindakan terhadap benda miliknya sesualil
dengan keinginannya (Ahmad Azhar Basyir,

1987: 31)
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Milik sempurna tidak dibatasi waktu
tertentu ini berarti suatu benda milik seseorang
selama zat dan benda manfaatnya masih ada tetap
menjadi kekuasaannya atau miliknya sebelum
dipindahkan kepada orang lain, maka milik
sempurna dapat diturunkan dan pemilik bebas
bertindak terhadap miliknya. .

Milik tak sempurna (milk an-Naqish)

Yaitu memiliki benda tanpa manfaatnya atau
manfaatnya saja. Milikiyatul manfaah seperti
dengan jalan: Ijarah, waqof wasiat dan seperti
berhak mendiami suatu rumah, atau memiliki benda
tanpa manfaat. (Hasbi Ash-Siddieqy, 1972: 14).

Milk an-Nagish ada tiga macam, yaitu:

1. Milk roqgobah, yaitu hak milik atas benda saja
tanpa manfaat.

2. Milk manfaat syahsi, yaitu hak milik atas
manfaat atau hak mengambil manfaat benda
dalam sifat perorangan.

3. Milk manfaat aini, yaitu hak mengambil
manfaat dalam sifat kebendaannya yang disebut
hak-hak kebendaan (Ahmad Ahzar Basyir, 1987:
31).

Adapun hak itu sendiri dalam figh muamalah
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dibagi menjadi 2 (duva) macam, yaitu:

a. Mali

b. Ghoiru mali

Sedangkan ghoiru mali sendiri dibagi lagi
menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Hak sakhsi, yaitu suatu tuntutan yang
ditetapkan syara' untuk seseorang terhadap
orang lain.

2. Hak aini, yaitu hubungan antara orang dengan
benda tertentu, dalam arti orang itu
mempunyai kekuasaan langsung terhadap benda
itu, seperti hak milkiyah.

3. Hak adabi, hak ini tidak termasuk dalam hak
aini dan tidak pula masuk dalam hak sakhsi,
atau dalam istilah sekarang disebut dengan
hak ibtikar (hak cipta). (Hasby. Ash-Sidieqy,
1972: 114).

Oleh syara' hak semacam itu dibenarkan
seperti hak merk dari suatu benda, yang bisa
saja berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka atau kombinasi dari unsur-
unsur tersebut. Hak ciptaan, baik penciptaan
dalam lapangan ilmu, seni dan lainnya. Atau bisa

juga dari suatu temuan misalkan dalam kegiatan
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pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi
yang dapat berupa proses atau hasil produksi
atau penyempurnaan dan pengembangan proses, hak
seperti ini 1lebih dikenal dengan sebutan hak
paten.

Hak-hak semacam ini di Indonesia sudah
mendapat perlindungan, khususnya pada hak paten
berdasarkan UU No. 6 Tahun 1989.

Apabila dikemudian hari ada orang lain
yang tidak berhak terhadap hak-hak tersebut
mengambil alih atau menjiplak karya-karya yang
sudah dilindungi, maka orang yang punya hak
tersebut berhak untuk mencari ke mana hak itu
berpindah dan apabila sudah ditemukan, maka ia

berhak menuntut, berdasarkan kaidah: -

M\J‘) ,l!: e A \.’liy ,«2.\\\5;;3/0\

"Gugatan terhadap suatu benda hanya bisa
diterima kepada yang memegang benda itu"
(Hasby Ash-Sidieqy, 1972: 114).

Cara memperoleh hak milik

Seperti yang telah diuraikan tadi, bahwa di

dalam fiqh muamalah jenis hak milik dibedakan

menjadi dua macam, yaitu:

a. Milik penuh (milk altam) yakni milik atas wujud

benda serta manfaatnya bersama-sama.
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b. Milik tidak penuh (milk An-naqish) yakni milik

atas wujud bendanya saja atau atas manfaatnya
saja.

Hak milik penuh biasanya dapat diperoleh

dengan cara-cara sebagai berikut:

1.

Mengambil harta mubah yaitu benda yang belum ada
pemiliknya (benda bebas).
Dalam figh muamalah disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan benda mubah yaitu:, , o, b 2/ ne

Jo o s d b OLY |
M\s,fﬂg\_,vyg,{f;v\bay (JJ 'QS y
"Harta yang tidak masuk ke dalam milik yang
dihormati (milik seseorang yang sah) dan
tidak ada pula suatu penghalang yang
dibenarkan syara' dari pemiliknya." (Hasbi
Ash-Shiddieqy, 1972: 9)

Adapun cara memperoleh hak milik dengan
cara pengambilan atau penemuan benda bebas
ialah:. . Dengan menghidupkan tanah mati (membuka
tanah baru), penemuan (barang orang hilang atau
lugothoh), pengakuan (harta karun). Tentang
penguasaan tanah tak bertuan menurut pendapat
Hanafiah adalah, "untuk memiliki tanah mubah
atau belum dimiliki oleh seseorang semestinya
dengan izin pemerintah,” (Lubis, 19984: 263).

Hal ini juga diatur oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia pasal 33 alenia 3 yang
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berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmurén

rakyat."

. Dengan cara penggantian (al-khalafiah) yaitu

menempati atau mengganti kedudukan pemilik yang
memiliki benda yaitu pewarisan.
Dalam figh muamalah disebutkan bahwa al-

Kholafiah yaitu:

ay) w// n

Uyml‘.f»&/\rg(&d \};V\/Jg';-‘swu PPy

O Z v

"Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang
baru ditempat yang lama yang telah hilang,
pada berbagai macam hak." (Hasby Ash-Sidiegqy,
1972: 11)

Pewarisan (harta yang diperoleh dari
warisan) ialah harta yang diterima dari orang
tua atau famili lainnya Yyang meninggal atau
harta warisan yang turun temurun. Dalam syariat
Islam harta warisan diatur dalam hukum faroidh
(pembagian harta pusaka). Sebagaimana firman
Allah sawt. dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat
7 berbunV1 j,u:;):)@';vw\})‘ &bf\)

RETAC RS vw‘»\‘at;vz L
‘LPJJ”,_,

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak baglan dari
harta peninggalan ibu-bapak dan
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kerabatnya, dan bagi wanita ada hak
bagian pula (pula) dari harta
peninggalan ibu bapak dan kerabatnya,
baik sedikit atau banyak menurut bagian
yang telah ditetapkan."

3. Dengan cara Aqad (perjanjian-perjanjian)

pemindahan milik

Mgnurut istjlah fugoha ialah:

PLIATINNT L 0 L T s sy 0 “\VPY A
SR W g5 e 425 8 W QW By

vperikatan ijab dengan kabul secara Yyang
disyari'atkan agama nampak bekasnya pada yang
diakadkan itu." (Hasby Ash-Sidieqy, 1972: 10)
Masuk dalam 'uqus, dari segi menjadi sebab
malakiyah:

a. 'Uqud Jabariyah, yaitu: agod-aqgod yang harus
dilakukan berdasarkan kepada keputusan hakim,
seperti menjual harta orang Yyang berhutang
secara paksa. Maka penjualan itu salah
walaupunby diad.menjual karena dipaksa oleh
hakim, dan hakim memaksa menjual barang itu
untuk membayar hutang kepada orang lain.

b. Istimlak untuk maslahat umum. Umpamanya
tanah-tanah yang di samping masjid, kalau
diperlukan untuk masjid, harus dapat dimiliki
oleh masjid dan harus pemilik menjualnya.
(Hasby Ash-Sidieqy, 1972: 11).

Menurut Abdurrazaq As-Sunhuri merinci akad
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menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang terjadi atas
dua pihak (kehendak) seperti jual beli dan yang
terjadi hanya satu pihak (kehendak) saja seperti
wasiat, (Abdurrahman, 1995: 88).

Cara memperoleh hak milik dengan cara aqad
adalah penyerahan, misalnya dalam jual beli,
hibah, sodaqoh.

Attawalludu minal mamluk (beranak pinak)

Diantara sebab-sebab dan dasar yang telah
tetap tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun
ialah: segala sesuatu yang terjadi dari benda
yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki
benda itu, misalnya anak dari seekor binatang
maka yang berhak memiliki anak binatang tersebut
orang yang mempunyai binatang tersebut. (Hasby
Ash-Sidieay-1972:412)

Itgqa' (pemberian hak guna pakai oleh pemerintah
dan hadiah-hadiah lainnya (Ahmad Azhar Basyir,
1978: 55).

Begitulah, manusia dalam hidupnya untuk
mendapatkan rizki tidak terlepas dari lapangan
pekerjaan yang dapat menimbulkan hak milik
antara lain dengan cara yang telah tersebut di

atas. Akan tetapi dalam mendapatkan hak milik,
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manusia juga disuruh berbuat baik terhadap
sesamanya, Jjangan sampail menimbulkan kerusakan
yang ada di atas bumi ini, sebagaimana firman-

Nya dalam surat al Qashsah ayat 77:

ry .- P s /8 //,../, / o\~ /7
Ghioss uw:*, 3 ;jjjtl:,;?oz“k
A, / - a L] \’.
099‘3, u‘gj“ v }IW’

A B W\ EAATY

"Dan carilah pada apa yang telah
dianugerahkan Allah kepadamu {kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan
kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan
berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi ini, sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan
(Departemen Agama RI., 1984: 623).

. Hak milik sebagai obyek jaminan

Telah disebutkan dalam uraian di atas, bahwa
yang dimaksud dari hak milik yaitu, suatu hak untuk
menguasai sesuatu dan menggunakannya atau tidak
menggunakannya secara  bebas yang dapat
dipertahankan oleh pemiliknya selama tidak ada
penghalang.

Adapun syarat sahnya hak milik itu dijadikan
sebagai obyek jaminan harus memiliki syarat-syarat
sebagai berikut:

a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai

persamaan dan penggunaannya mengakibatkan
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musnahnya benda itu.

b. Dapat dimiliki.

c. Dapat diserabkan kepada pibak yang berutang.

d. Telah ada pada waktu untuk perjanjian dilakukan.
(Ahmad Azhar Bisri, 1983, 38, 39).

Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian
memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang
merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh
karena itu perjanjian piutang hanya dipandang sah
bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak
membelanjakan hak miliknya (Ahmad Azhar Basir,
1983: 38).

Kedudukan barang Jjaminan dan suatu utang
pituang juga sudah dijelaskan dalam hadis Nabi yang
dlrlwayatkan oleh:

PO A ARPC m;;)\J*W A

-~ EAVRY KA

:SM&; W\,Q@)y V‘L«ﬂ{z)‘w@) M)J

T 6 ' m}MJ(f’M Aens 2
’;W &\-"'\04/ & &L‘P ‘)"°§ /\/&:‘.’czo-
o T

Artinya: "Sesungguhnya ia (Anas) pergi kepada Nabi
saw. membawa roti, gandum dan keju yang
banyak. Kata Anas: "Sesungguhnya Nabi saw.
telah menggadaikan baju besinya di Madinah
kepada orang Yahudi dan beliau mengambil
gandum dari padanya untuk keluarga
beliau." Dan sesungguhnya saya (Qotadah)
mendengar Anas berkata: "Sore hari ini
tidak ada pada keluarga Muhammad saw.

A\
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segantang gandum dan tidak pula segantang
biji-bijian (makanan) padahal tanggungan
beliau sembilan perempuan (isteri)." (H.R.
Bukhari) (Al-Bukhari, II: 78)

Daridipraktek Nabd tsawhy o(dadam hadits depsebut
di atas) dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa
dalam suatu perjanjian utang-piutang itu lebih baik
Jika ada suatu barang yang dapat dinilai
(bernilai) sebagai jaminan atas utangnya.

Dari wuraian di atas kiranya ada yang perlu
digarisbawahali yaitu masalah hak milik yang
dijadikan  sebagai jaminan adalah benda yang
mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi artinya
nilai kebutuhan yang diukur dengan sejumlah uang,
(Abdulkadir Muhammad, 1994: 11). Apabila benda itu
tidak punya nilai ekonomi, maka benda tersebut
tidak dapat dijadikan sebagai obyek jaminan. Dalam
figh mu'amalah telah dijelaskan tentang pengertian
benda, unsur serta macamnya, untuk lebih jelasnya
akan dibahas seperti dibawah ini:

Benda dalam kitab-kitab fiqh disebut "mal"
dan jama'nya adalah "Amwal’. Benda merupakan
keperluan hidup yang amat penting dan sebagian
besar apa yang beredar dalam pergaulan hidup adalah
benda. Benda juga merupakan media untuk kehidupan

di akhirat kelak. Dalam al-Qur'an juga banyak yang
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menyebutkan benda di antaranya: o e
” ARG ST
"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan
dunias ¢ idlQ, S 185, 45),

"Mal" seperti tersebut di atas diter jemahkan
dengan benda. Ada yang menterjemahkan dengan
istilah "harta", ada juga yang menggabungkan kedua
jstilah itu yaitu "harta benda" selain itu ada
istilah barang. Dalam hukum umum, baik hukum
perdata maupun hukum pidana juga terdapat keragaman
demikian sebagai terjemahan dari "zaken” bahasa
Belanda.

Syara' tidak memberikan batasan khusus
tentang benda itu, tetapi diserahkan manusia untuk
memberikan pengertiannya. Menurut bahasa benda
ialah; segala sesuatu yang dimiliki. (Al-
Fairuzabadi: 52). Atau "segala sesuatu yang
disimpan (dengan perbuatan) oleh manusia dengan
maksud untuk disendirikan dari lainnya. (Muhammad
Mustafa Salabi, 1960: 238).

Sedangkan menurut syara': —

. . , 4 . e, © s
(RVPRVEHES é\;:u Vs o\, 7Y 0_¢\¢P uﬁ’,\»
"Sesuatu yang mungkin dapat disimpan dan atau
dapat dikumpulkan serta dapat diambil manfaatnya

menurut Kkebiasaan." (Muhammad Mustafa Salabi,
1960: 239).

Adapun unsur benda adalah sebagai berikut:
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Prof. Dr. Muhammad Salam Madzkur memisahkan unsur-

unsur benda menjadi 3 (tiga):

1. Dapat menerima pemilikan

2. Dapat diambil manfaatnya

3. Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara' dalam
keadaan biasa bukan dalam keadaan terpaksa.

Dari Dbeberapa pengertian di atas tentang
benda, maka sesuatu itu dikatakan sebagai benda
atau tidak ditentukan oleh dua unsur yaitu:

1. Mungkin dapat dikumpulkan dan atau dapat
disimpan.
2. Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.

Demikianlah wunsur-unsur sesuatu dipandang
sebagai benda atau bukan. Apabila salah satu atau
kesemua unsur tersebut tidak terdapat, maka sesuatu
itu bukan benda.

Benda apabila ditinjau dari ada tidaknya
perlindungan dan kedudukan kebendaan dari syara',
- atau ditinjau dari segi diperbolehkannya atau tidak
mengambil manfaatnya oleh syara' benda di bagi
menjadi Al-mutagowwim (benda bernilai) dan "ghoirul
mutaqowwim” (benda tidak bernilai).

Suatu benda digolongkan mutagowwim apabila:

e 3le s SV Ll oL
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"Sesuatu itu disimpan (dengan perbuatan) dan

diperbolehkan diambil manfaatnya oleh syara'
dalam keadaan biasa bukan dalam keadaan terpaksa

{Muhammad Mustafa Salabi, 1960: 242)

Benda mutagowwim merupakan benda yang
mempunyai nilai menurut dan dilindungi. Oleh karena
itu orang yang bukan miliknya dituntut mengganti
dengan benda serupa atau senilai apabila
merusakannya. Benda Al-mutagowwim ini sah dijadikan
obyek tasaruf atau perikatan seperti: sebagai obyek
jual-beli, pinjam meminjam, jaminan, hibah, sewa-
menyewa dan lain sebagainya (masduha Abdurahman,
1984: 34).

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa suatu
benda dapat dijadikan sebagai jaminan apabila benda
tersebut memenuhi sarat sebagai benda dan mempunyai

nilai.

B. Gadai dalam Hukum Islam
1. Pengertian gadai (ar-rohn)
Dalam bahasa Arab kata ( (»9)) bentuk
jamaknya adalah ( |>Lg)) yang mempunyai arti barang
gadai atau yang tergadai (Al-Marbawi tt. 253),
sedangkan kata UJQ)U berarti ( Qh,htﬂgxstfycko)
yaitu sesuatu yang diberikan sebagai jaminan hutang

(Louis Ma'ruf), atau juga berarti ( (‘)3“9L;§<*;M]
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yaitu tetap (Ali Fikri). Sedang menurut Al-Marbawi
kata ( L;b)\) berarti é);;gi\) yaitu tertahan (Asy-
Syarbini, 1958: 121).

Sebagaimana dalam firman Allah:
,,/-J')
8\ 1 A7 L:HLZY/) 3
103 \Z. e §
AP . .

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jwab atas apa
yang telah diperbuatnya." (Q.S. 74: 38).

Dalam ayat lain telah disebutkan yang

berbunyi: A - . 0w
1205 G A

P

Artinya: "Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang
dikerjakannya" (Q.S. 52: 21).

Menurut 1st11ah Syara' ar-Rohn berarti:

5, GRS '””&w B P
G\/\’j\/w L LVA\S z

"Gadai adalah menjaminkan baran5 yang dapat

dijual sebdgadid (jaminan utangishykelak akan
dibayar darinya jika si pengutang tidak mampu
membayar utangnya karena kesulitan." (Fath-hul

Mu'in, I: 838).

Dalam Figh-Sunnah juga disebutkan:

wawsuuww&w ,Aw)\
Ak)b P WC‘ Lot G20 Wi g

Oﬁajlk“/kl, e & lpov JJ’L?‘

"Gadai berarti menjadikan barang yang mempunyai
nilai harta menurut pandangan syara' sebagai
jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan
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boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil
sebagian (manfaat) barangnya itu." (Sayid Sabigq,
12: 139).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
"ar-rohn": hubungan seseorang yang mempunyai hutang
kepada orang lain dan menjadikan barang milik
seseorang tersebut sebagai jaminan, sampai ia
melunasi hutangnya secara keseluruhan.

Dasar hukum gadai

Hukum Islam membolehkan pelaksanaan rohn
(gadai) sebagaimana Jjual-beli (Ali Fikri, 1938:
316). Dibolehkannya gadai dapat diberikan,
mengingat adanya manfaat yang besar di dalamnya,
karena dengan menggadaikan barangnya maka pemilik
barang tersebut dapat mengatasi kesulitannya.
Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan sesuatu
yang sifatqya mendadak . dan sangat mendesak,
sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak
ada cara lain kecuali berhutang kepada orang lain,
sedang untuk memperoleh utang tersebut juga akan
sulit, kecuali dengan memberikan jaminan atas
hutangnya, agar kreditur tidak kuatir dengan yang
dipinjamkan itu, karena jika suatu saat nanti orang
yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya maka,

si kreditur dapat mengambil barang jaminan itu atas
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persetujuan orang yang berhutang.
Adapun dasar hukum gadai adalah al-Qur'an,

sunnah rasul dan ijtihad. Firman Allah dalam surat

al-Baqargh; ok 2o e 92 T \/
"A;%;ii»'okpf‘fz x)f«w\h 05 -
. 7 s S RN
’M"/\L)Za\é?‘zé?}’w i) ¢

S
A

Y 2y 2 W gisY

ed

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan
bermuamalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis maka
hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang mengutangkan). Akan
tetapi sebagian kamu mempercayai sebagain
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai
itu menunaikan amanat (hutang)nya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya. (Q.S. 2: 283).

Disebutkan safar (berpergian) dan tidak
memperoleh penulis dalam ayat tersebut bukan
herarti sebagai syarat yang asasi untuk mengambil
barang sebagai tanggungan, tetapi yang demikian itu
adalah hanya merupakan uzur yang memperbolehkan
tidak membuat surat dan menerangkan bahwa barang
gadai itﬁ adalah sebagai pengganti dari surat
keterangan.

Adapun dalil dari as-Sunnah:

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya

kepada orang Yahudi untuk meminta darinya (Yahudi)
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gandum. Yahudi tersebut lalu berkata: "Sungguh
Muhammad ingin membawa lari hartaku". Rasulullah

kemudian menjawab:

# ~ N2 e ’ "’q " ,“ 3 AL o\Bacs A
A LN wnufgg‘; SR AV RN
2

(&)

-~ “ T i ’
e s R AT 3 el D
o‘/fJ“‘j:‘-’.Jlﬁ”fDﬂ&‘i”/

"Bohong! Sesungguhnya aku orang yang Jjujur di
atas bumi ini, dan juga jujur di langit. Jika
kau berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan.
Pergilah kalian dengan baju besiku untuk
menemuinya." (Sayyid Sabiq, XII, 1988: 140)

Juga Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari

Aisyah r.a. berkata:

defﬂ\ {Auf“"‘o\ \XKQGch\¢P_) oSl %i
W\, - J«/V w° P g /// QJ\J\LSDJ—Q:-’ U‘)(»\z-/)

S

"Rasulullah pernah memberi makanan dari orang
Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju
besi beliau." (Al-Bukhari, Juz, II, 78).

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim juga

disebutkan:
B s >her 38 > 0y dmr dsedidp o]
(Ssgaie). 4L~P>/5~V‘" W\é\a})ub)&/ul-‘r?‘“}\o)* 3

"Bahwasanya Nabi saw. menggadaikan baju besi
beliau kepada orang Yahudi yang bernama Abusy
Sahmi atas pinjamannya sebagai 30 sha' gandum
untuk keluarganya." (Abdurrahman Al-Jaiziri, II]
1994: 615).

Dari praktek Nabi saw. menggadaikan baju
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besinya sebagai tanggapan hutang itu dapat
diperoleh kesimpulan bahwa, perjanjian gadai
diajarkan oleh Islam.

Dalil berdasarkan Ijtihad

Perjanjian gadai yang telah diterangkan dalam
al-Qur'an dan dipraktekkan Nabi saw. itu dalam
pengembangan berikutnya dilakukan para fuqaha,
dengan Jjalan ijtihad. Misalnya tentang siapa yang
memikul biaya pemeliharaan barang gadai selama di
tangan murtahin. Apabila pergadaian itu
diselenggarakan oleh negara, bolehkah rumah-rumah
gadai memungut biaya pemeliharaan dengan cara
menentukan prosentase tambahan dari pokok utang
yang diperhitungkan setiap bulan lima persen
misalnya. (Ahmad Ahzar Basir, 1983: 51).
Syarat dan rukun gadai

Agar akad gadai itu sah ditetapkan beberapa
syarat, di antaranya adalah:
a. Berakal
b. Baligh
c. Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada

saat akad, sekalipun tidak satu jenis.

d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang

menerima gadaian (murtahin) atau wakilnya.
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(Sayyid Sabiq), Juz 12, 1988: 141).

Menurut Imam as-Syafi'i dalam Kitabul Fiqgh

'ala Madhahibil Arba'ah bahwa syarat gadai terbagi

menjadi dua yaitu:

a.

Syarat tetapnya gadai; yaitu diterimanya barang
gadai. Apabila seseorang menggadaikan sebuah
rumah, tetapi belum diterima oleh penerima
gadai, maka belum tetap (mengikat) akad gadai
tadi. Karenanya orang yang menggadaikan boleh
menarik barang gadai kembali.

Syarat sahnya gadai. Ada beberapa perkara:

1. Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu
hendaknya tidak dikaitkan dengan syarat yang
tidak dikehendaki oleh akad ketika sudah
Jatuh tempo. Karena yang demikian ini dapat
membatalkan gadai.

2. Syarat yang berkaitan dengan kedua belah
pihak, rahin (menggadaikan) dan murtahin
(penerima gadai), yaitu keahlian (kecakapan)
kedua belah pihak yang berakad.

3. Syarat yang berkaiatan dengan marhun (barang
vang digadaikan) ada beberapa perkara yaitu:
a. Penggadai punya hak kuasa atas barang yang

digadaikan. Misalnya barang gadai itu
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memang hartanya, dia sebagai wali atau
washi. Atau barang gadai itu adalah harta
vyang dia pinjam dari orang lain yang akan
dia gadaikan atas hutangnya.

Bahwa marhun berupa barang. Karenanya
tidak sah menggadaikan dengan pemanfaatan
menempati rumah dan lain sebagainya.

Bahwa barang gadai bukan termasuk barang
yang cepat rusak, sedangkan hutangnya
untuk jangka waktu yang cukup lama dalam
arti barang itu sudah rusak sebelum jatuh
tempo. Baik orang yang menggadaikan
masyarakat pada barang tidak boleh dijual
atau tidak menysaratakan apa-apa. Adapun
apabila yang menggadaikan mensyaratkan
barang gadai dijual sebelum _rusak, . atan
barang itu tidak rusak sebelum jatuh
tempo, maka sah barang itu digadaikan.
Barang 'gadai itu Dbarang yang suci.
Karengnya tidak sah menggadaikan barang
najis sebagaimana dalam jual-beli.

Barang gadai dapat diambil manfaatnya
menurut syara', meskipun pada yang akan

datang. Seperti hewan yang masih kecil.
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Syarat yang berkaitan dengan marhun

bih/penyebab penggadaian (hutang yang

karenanya diadakan penggadai). Hal ini ada
empat perkara yaitu:

a. Penyebab penggadaian adalah hutang.
Karenanya tidak sah menggadaikan barang
karena sebab selain hutang seperti yang
digﬁésab (pinjam tanpa izin) pinjam dan
sesamanya. Barang siapa menjual tanah yang
dighasab, karena rumah yang dighasab tadi.
Demikian pula bila seseorang meminjam
hewan, maka dia tidak boleh menggadaikan
pakaiannya, karena hewan tadi, sebab
pinjam itu bukan hutang.

b. Hutang itu sudah tetap. Karenanya gadai
tidak sah sebelum hutang 6 tetap. 6 Seperti
bila seseorang menggadaikan rumahnya atas
hutang 100 pound yang dijanjikan orang.
Atau menggadaikan jamnya untuk barang-
barang yang akan dibelinya dari toko dan
sesamanya, karena harga belum tetap
sebelum barang-barang diambil.

c. Hutang itu tetap seketika atau yang akan

datang. Karenanya sah akad gadai sebab
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harga dalam masa khiyar. Apabila
seseorang menjual rumah dengan syarat ada
khiyar dan pembeli telah menerimanya,
tetapi penjual belum menerima uangnya,
maka si penjual boleh mengambil gadai
dalam imbangan harga (uang) yang belum
terbayarkan.

d. Bahwa hutang itu telah diketahui benda,
Jumlah dan sifatnya. Oleh karena 1itu,
tidak sah menggadaikan sesuatu barang
atas hutang yang belum diketahui benda,
jumlahnya dan sifatnya. (Abdurrahman Al-
Jaziri, III, 1994, 630-634).

Adapun rukun gadai ada 3 (tiga), yaitu:

a. 'Aqid (orang yang melakukan akad). Ini meliputi

du

o

arahiiyaitn:

1. Rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang
(penggadai)

2. Murtahin Yaitu orang yang berpiutang yang
menerima barang gadaian sebagai imbalan wuang
yang dipinjamkan (penerima gadai).

b. Ma'qud 'Alaih (yang diakadkan), yaitu meliputi

dua hal.
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1. Marhun (barang yang digadaikan atau barang
gadai)

2. Dain Marhun bih (hutang yang karenanya
diadakan gadai)

3. Shighat ('aqad gadai). (Abdurahman Al-Jaziri,

ITI, 1994: 615).

Menurut madzhab Al-Hanafiah dikategorikan
lebih sederhana lagi dalam mempersoalkan rukun
gadai ini. Mereka berkata (al-Hanafiyah) bahwa
gadai 1itu mempunyai satu rukun yaitu ijab dan
qobul. Karena hanya ijab dan qobul itulah hakekat
akad. Sedangkan lainnya termasuk barang yang di
luar hakekat akad. (Abdurrahman al-Jaziri III,
1994: 615).

Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk
terjadinya segala macam _ akad adalah sebagai
berikut:

a. Kedua belah pihak cakap berbuat.

b. Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh
orang yang mempunyai hak melakukannya dan
melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid
sendiri.

c. Yang dijadikan obyek akad, dapat menerima

hukumnya.
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. Akad tersebut tidak dilarang oleh syara'

. Akad itu mémberi faedah.

Ijab itu berjalan terus tidak dicabut, sebelum
terjadinya qobul, maka si mujib menarik kembali
ijabnya sebelum qabul, batallah ijab.

Bersatunya majlis akad. Karenanya ijab menjadi
batal apabila sampai kepada berpisah yang
seorang dengan yang lain, belum ada gabul
menurut as-Syafi'i (Hasby Ash-Shidieqy, XII,

1972: 27-28).



BAB III

HAK PATEN SEBAGAI JAMINAN GADAI

A. Pengertian Hak Paten

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional
pada umumnya dan pembangunan sektor ekonomi pada
khususnya, teknglogi memiliki peranan yang sangat
penting artinya dalam karya intelektual manusia.
Karena penemuannya memerlukan tenaga, waktu, dan biaya
yang besar, maka teknologi sebagai karya intelektual
memiliki nilai dan manfaat ekonomi. Dalam ilmu dan
praktek yang secara luas dianut oleh bangsa lain, hak
atas penemuan sebagai karya intelektual diakui sebagai
harta kekayaan immaterial (tak berwwujud) yang disebut
paten. Oleh karena itu wajarlah apabila paten diberi
perlindungan hukum, sehingga setiap orang wajib
menghargai dan menghormati hak paten orang lain.

Persepsi tentang paten dimuat pada pasal 1 butir
(1) Undang-undang no. 6 tahun 1989 yang rumusannya
sebagai berikut:

"Paten adalah hak khusus yang diberikan negara
kepada penemu atas hasil temuannya di bidang

teknologi, untuk waktu tertentu melaksanakan
sendiri penemuannya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada orang lain untuk
melaksanakannya."

39
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Berdasarkan rumusan pasal I butir 1 maka paten
tersebut adalah:
1. Hak khusus
Yakni, untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada orang lain.
2. Diberikan negara
Pengertian "diberikan" bukan berarti
pemberian, karena pemberian mengandung makna cuma-
cuma. "Diberikan" menurut pasal 23, yaitu diberikan
atas dasar permintaan dan dengan membayar biaya
(pasal 25).
3. Berkenaan dengan penemuan teknologi baru
Penemuan tersebut mengandung langkah inventif
dan dapat diterapkan dalam industri. (Leden
Marpaung, 1995: 90-91).

Negara memeberikan hak paten kepada penemu dalam
bidang teknologi, merupakan suatu dokumen yang
dikeluarkan atas permintaan paten, yakni management
information system guna mengetahui perkembangan paten
yang demikian pesat karena dewasa ini sudah terdapat
kurang lebih duapuluh tujuh ribu sepuluh juta
informasi dokumen paten di dunia. (Slamet Dirham,

1994: 27).
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Hal ini bertujuan agar kantor paten tidak
memberikan paten terhadap suatu teknologi yang sama
dengan teknologi yang ditemukan di negara lain. Di
samping itu teknologi yang dimintakan paten harus
memenuihi syarat sesuai dengan pasal 2 undang-undang
no. 6 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa:

1. Paten diberikan untuk penemuan yang baru.

2. Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika
penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai
keahlian biasa mengenai tehnik merupakan hal yang
tidak dapat diduga sebelumnya.

3. Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang
tidak dapat diduga harus dilakukan dengan
memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan
permintaan pafen. Atau yang telah ada pada saat
diajukan , permintaan pertama dalam, hal  permintaan
itu diajukan dengan hak prioritas.

Pasal 2 undang-undang no. 6 tahun 1989 tentang
paten tersebut dapat diuraikan 1lebih jauh yaitu
sebagai berikut:

a. Penemuan baru

Penemuan baru, artinya penemuan tersebut
belum pernah ada sebelumnya pada saat diajukan

penilaian paten. Dengan sendirinya apabila penemuan
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tersebut bukan baru lagi, otomatis permintaan
patennya tidak memenuhi syarat.
Langkah inventif

Langkah inventif mengandung maksud bahwa
dipenuhinya persyaratan ‘“kebaruan” atas suatu
penemuan dipandang masih belum mencukupi
persyaratan diberikannya paten atas penemuan yang
bersangkutan. Adanya persyaratan bahwa langkah
tersebut harus merupakan suatu penemuan berarti
perbedaan antara penemu yang bersangkutan dengan
yang telah ada sebelumnya harus merupakan hasil
pikiran atau ide yang kreatif, dengan perkataan
lain pemecahan baru yang telah ditemukan apabila
penemuan itu bukan merupakan pengumuman baik secara
tertulis maupun 1lisan dengan cara apapun Jjuga
sebelum tanggal permohonan pendaftaran paten.
Dengan demikian apabila sebelum sesuatu penemuan
dimohonkan pendaftaran paten sudah ada penemuan
tersebut, tetapi penemuan yang didayagunakan dan
dipatenkan, satu penemuan yang dimohonkan
pandaftaran paten itu tidak dapat dianggap
mengandung unsur "kebaruan”.
Penemuan dapat diterapkan dalam industri

Sesuai dengan pasal 15 undang-undang mno. 6



tahun 1989 tentang paten dinyatakan bahwa
penemuan dapat diterapkan dalam industri
penemuan tersebut dapat diproduksi atau
digunakan dalam industri.

Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa
dimaksud dengan "dapat digunakan dalam berbagai
industri" adalah penemuan tersebut berupa proses
sebagaimana cara dan tehnik pembuatannya untuk

produk sespai dengan yvang dimintakan pada
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"suatu

jika

dapat

yang
jenis
yaitu
suatq

klaim

Qaten. Di samping itu dapat diterapkan dalam industri

berarti pula dapat diproduksi, dibuat, dan digunakan

dalam skala ekonomis.

Adapun penemuan-penemuan yang dapat dimintakan

perlindungan paten, yaitu:

1. Suatu cara baru untuk mengolah produk industri.

2. Suatu, mesin  atau suatu alat_ tangan _atau, mekanis

baru yang bertujuan mengolah produk industri.
3. Suatu produk industri baru.
4. Penerapan cara-cara yvang diketahui
mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik.

5. Setiap model asli atau desain penghias asli

untuk

yang

baru untuk diterapkan pada setiap produk industri

(Mohammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993:

82).

Mengenai alasan perolehan paten, biasanya karena
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permintaan paten itu tidak memiliki langkah inventif,
tidak dapat diterapkan dalam bidang industri. Tidak
memiliki kebaruan atau karena penemuan yang diajukan
permintaan patennya itu telah ada lebih dulu
mengajukan atau memiliki kesamaan paten terdahulu
sehingga yang mengajukan permintaan paten kemudian
tidak lagi memiliki kebaruan.

Karena sistem yang dianut undang-undang paten
kita adalah "first to invent system" atau sistem
penemu pertama. Dalam sistem pendaftar pertama maka
pemohon paten yang mengajukan lebih dulu akan
mempunyai hak atas paten dibandingkan dengan pemohon
paten yang mengajukan kemudian. Kecuali kalau pemohon
paten kemudian dapat membuktikan bahwa pemohon paten
telah menerima 'ser;ifikat paten 1itu (yang menjadi
dasar, penolakannya) telah mengajukannya dengan , i'tikd
buruk atau merupakan jiplakan atas patennya itu.
(Insan Budi Maulana, 1996: 34).

Berdasarkan hal ini, undang-undang no. 6 tahun
1989 pasal 7 menegaskan, paten tidak dapat diberikan
terhadap:

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang
penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan

undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan.
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2. Penemuan tentang proses atau hasil produksi
makanan-minuman, termasuk hasil produksi berupa
bahan yang dibuat melalui proses kimia dengan
tujuan wuntuk membuat makanan " dan minuman guna
dikosumsi manusia atau hewan.

3. Penemuan tentang jenis atau varietas baru atau
hewan atau tentang proses apapun yang dapat
digunakan bagi pembiakan tanaman atau hewan beserta
hasilnya.

4., Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan
pengobatan dan pembedahan terhadap manusia dan
hewan.

S. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu
pengetahuan dan matematika. (Abdulkadir Muhammad,
1994: 124).

Di.  Indonesia . dalam ketentuan perﬁndangmundangan
patennya membagi jenis paten ke dalam dua bentuk,
(Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993: 9),
yaitu:

1. Jenis paten biasa

Jenis paten biasa ini diberikan untuk jangka
waktu selama iempat belas tahun terhitung sejak
penerimaan permintaan paten (pasal 9 ayat 1 undang-

undang no. 6 tahun 1989. (Chairil Anwar, 1992: 61).
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2. Paten sederhana
Paten sederhana diatur dalam undang - undang
no. 6 tahun 1989 yang rumusannya sebagai berikut:

"Setiap penemuan yang berupa benda, alat atau

hasil produksi yang tidak memiliki kualitas

sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan
produksi disebabkan karena bentuk konfigurasi
atau komposisinya dapat memperoleh perlindungan
hukum dalam bentuk paten sederhana atas penemuan

yang sederhana tersebut." (Chairul Anwar, 1992:

50-60)."

Paten ini diberikan untuk jangka waktu selama
lima tahun terhi@ung sejak tanggal diberikannya surat
paten sederhana. (Undang-undang no. 6 tahun 1989 pasal
10). (Chairul Anwar, 1992).

Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten
sederhana karena mempunyai ciri, yaitu; penemuan
tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan
(research -cand;idevelopment) yang i« mendalam. o Walaupun
bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya
demikian dan sering dikenal dengan ‘"utelity model"
tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga
memiliki nilai ekonomis, Jjadi tetap memperoleh
perlindungan hukum. (Muhammad Djumhana dan R.
Djubaidillah, 1993: 91). Karena sifatnya yang serba

sederhana itulah, maka perlindungannya diberikan dalam

rangka paten sederhana.



Adapun café untuk pengajuan paten pada dasarnya
harus diajukan oleh penemu atau yang berhak atas
penemuan, disertai pembayaran biaya. Dalam hal
permintaan tidak diajukan oleh penemu sendiri, maka
harus disertai pertanyaan yang dilengkapi dengan bukti
mengenai hak orang yang mengajukan permintaan paten
tersebut atas penemuan yang dimintakan paten.

Adapun permintaan paten harus lengkap yang
menckup:

1. Surat permintaan untuk mendapatkan paten.
2. Diskripsi tentang penemuan
Yaitu penjelasan tertulis mengenai cara
melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat
dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang
penemuan tersebut.
3. .Satu atau lebih klaim yang  terkandung dalam
penemuan
Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti
penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu
penemuan yang dimintakan lindungan hukum dalam
bentuk paten.
4. Satu atau lebih gambar yang disebut diskripsi yang
diperlukan untuk memperjelas. Gambar yang dimaksud

adalah gambar tehnik suatu penemuan yang memuat
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tanda-tanda simbol huruf, angka, bagan atau diagram
yang menjelaskan bagian-bagian dari penemunya.
5. Abtraksi tentang penemuan
Abtraksi adalah: wuraian singkat mengenai
suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok
penjelasan diskripsi klaim ataupun gambar. (Muhammad
Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993: 103-104).

Untuk mengajukan permintaan paten pasal 30
undang-undang no. 6 tahun 1989 menetapkan bahwa surat
permintaan paten harus memuat:

1. Tanggal, bulan dan tahun surat permintaan.

2. Alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan
permintaan.

3. Nama lengkap. dan kewarganegaraan penecmu.

4., Dalam hal permintaan diajukan orang lain selaku
kuasa dilengkapi pula nama lengkap dan alamat
kuasa yang® bersangkuatan:

5. Surat kuasa khusus, dalam hal permintaan diajukan
oleh kuasa.

6. Permintaan untuk diberi palen.

7. Judul penemuan.

8. Klaim yang terkandung dalam penemuan.

9. Diskripsi tertulis tentang penemuan, yang secara
lengkap memuat keterangan tentang cara

melaksanakan penemuan.
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10. Gambar yang disebut dalam diskripsi yang

diperlukan untuk memperjelas.

11. Abtraksi mengenai penemuan. (Insan Budi Maulana,

1996: 107).

Jika penemuan yang dilakukan kemudian diajukan
permintaan patennya ke kantor paten, dan setalah
melalui proses pemeriksaan subtantif kemudian ternyata
penemuan itu berhak atas paten maka terdapat hak
khusus (hak monopoli) atas paten tersebut untuk
melaksanakannya sendiri atau dapat Jjuga dengan
memberikan persetujuan kepada pihak~lain dengan cara:
1. Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai,

menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan hasil produksi yang diberi itu.

2. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk
membuat barang dan tindakan lainnya  sebagaimana
diuraikan pada wuraian (1). (Insan Budi Maulana,
1996: 14).

1. Prinsip umum mengenai paten

Telah kita ketahui bahwa unsur penting dari
paten yaitu bahwa paten adalah hak yang diberikan
oleh pemerintah dan bersifat eklusif. Perbuatan-
Perbuatan yang merupakan hak esklusif dari si

pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang
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dipatenkan (manucfacturing), penggunaan (using),
dan penjualan (selling) dari barang tersebut, dan
lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan
penjualan barang itu seperti mengimpor dan
menyimpan (stocking).

Dari pemberian paten ini tidak semua penemuan
harus memiliki syarat subtantif tertentu yaitu
langkah inventif dan juga memenuhi syarat formal.

Paten dalam pengertian hukum adalah hak
khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang
oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang
mendapatkan suatu penemuan di bidang teknologi.
Berdasarkan hak tersebut maka si penemu untuk dalam
jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri
penemuannya tersebut ataupun melarang orang lain
menggunakan suatu cara mengerjakan, atau,K membuat
barang tersebut. Paten tersebut diberikan atas
dasar permintaan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa unsur yang terpenting dari paten,
adalah orang yang berhak memperoleh paten adalah
penemu atau yéng menerima lebih lanjut hak penemu
itu. Hak paten ada karena diminta oleh si penemu,

atau yang menerima lebih 1lanjut hak penemu.
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penerimaan lebih lanjut hak penemu tersebut dapat
terjadi karena pewarisan hibah, wasiat atau
perjanjian. Yang dianggap penemu adalah mereka yang
untuk pertama kali mengajukan permintaan paten,
artinya barulah bila terbukti sebaliknya secara
kuat dan meyakinkan maka status sebagai penemu
tersebut dapat berubah. (Muhammad Djumhana, 1993
86) .

Seperti halnya hak merk dan hak cipta, hak
paten juga merupakan hak mutlak, dapat berlaku
terhadap setiap orang lain. Si pemegang hak paten
mempunyai hak-hak monopoli. Artin;a dia dapat
mempergunakan hak dengan melarang siapa pun tanpa
izinnya membuat apa yang telah dipatenkannya. Hanya
saja pelanggaran tersebut di batasi ruang
lingkupnya yaitu hanya meliputi perbuatan-perbuatan
yang dilakukan untuk tujuan industri dan
perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu
tertentu. Terhadap pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum
kepidanaan maupun keperdataan.

Hak paten merupakan benda dalam arti
kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

( KUHP) pasal 570, oleh karena itu merupakan
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sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya. Hak
paten tersebut merupakan benda bergerak yang dapat
dipindah tangankan, misalnya dijual, dihibahkan,
diwariskan dan sebagainya. Pemindahan hak tersebut
dicatat di kantor paten dan orang yang menerima
pemindahan hak tersebut menjadi pemilik baru paten
itu. (Muhamat Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993:
87).

Ruang lingkup hak paten

Seperti yang telah disebutkan bahwa istilah
paten bermﬁla dari bahasa latin dari kata "auctor"”
yang berarti dibuka, maksudnya adalah bahwa suatu
penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka
untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya
tersebut tidak berarti setiap orang bisa
mempraktekkan penemuan. tersebut, ;hanya dengan;, izin
si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan
oleh orang lain. Baru setelah habis jadi milik
umum, pada saat inilah benar-benar terbuka.

Makspdnya diberikan paten ini agar setiap
penemuan dibﬁka untuk kepentingan umum, guna
kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan
teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan

tersebut, dan untuk memberi petunjuk kepada mereka
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yang berminat dalam mengeksplitasi penemuan itu.

(Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1993: 85).

B. Sejarah Hak Paten

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam
peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan
istilah octrooi yang berasal dari bahasa Belanda.
Istilah octrooi ini berasal dari bahasa latin dari
kata auctor/auctorizare. Tetapi pada perkembangan
selanjutnya dalam hukum kita, istilah patenlah yang
lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap
dari bahasa Inggris yaitu "paten". Di Perancis dan
Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan
paten dipakai istilah "brevet de invention" (Muhammad
Djumhana, 1993: 85).

Sistem paten mulai berkembang di daerah
perdagangan pada abad ke-14 dan ke-15 seperti di
Italia dan Inggris. Hanya saja sifatnya sangat
sederhana dan bukan ditujukan atas suatu penemuan
(uitvinding, inyention) melainkan untuk menarik para
ahli luar negeri agar mengembangkan keahliannya di
negaa si pengundang. Jadi paten pada saat itu 1lebih
semacam "izin menetap."

Namun pada saat itu pun telah ada beberapa
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undang-undang yang hampir sesuai dengan prinsip yang
dianut dalam peraturan paten sekarang ini. Peraturan
paten venesia (1474) mengandung ketentuan yang
mewajibkan si penemu untuk mendaftarkan penemuannya,
sedangkan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan
produk yang mirip selama jangka waktu 10 tahun tanpa
izin atau lisensi dari si penemu, mendorong kegiatan
penemuan imbalan yang wajar kepada si penemu, dan hak
si penemu atas hasil penemuannya.

Meskipun demikian kenyataannya yang lebih umum
pada zaman itu, raja-raja di Eropa banyak yang
menyelewengkan peraturan patennya. Raja James I dari
Inggris melalui undang-undang monopoli 1624 membuat
perubahan yang besar bagi perkembangan peraturan
paten. Undang-undang tersebut banyak menganut prisip
yang sampai sekarang dipakai dalam & setiap peraturan
paten, yaitu di antaranya prinsip hasil temuan dan
bukannya si penemu sebagai dasar pemberian paten, juga
prinsip tentang kewajiban si penemu untuk mengerjakan
penemuannya di mana paten itu di daftarkan. Pada pasal
6 undang-undang tersebut dicantumkan Jjangka waktu
lamanya perlindungan paten, yaitu selama 14 tahun
hanya saja peraturan di Inggris tersebut masih

mencantumkan ketentuan memberikan paten kepada warga
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negaranya yang berhasil mengimpor bentuk penemuan
asing ke negara Inggris timbul pengertian bahwa si
pencipta sendirilah yang harus di pandang berhak atas
karyanya. (Sudargo Gautama, 1995: 7).

Indonesia mengenal hak paten semasa dalam
penjajahan Belanda yaitu waktu yang diberlakukannya
Octrooiwet 1910.S. No. 33 yis S 11-33. S 22-54 yang
mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka
uu octroi ini dinyatakan tidak berlaku karena
dirasakan tidak sesuai dengan suasana yang berdaulat.
Penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa permohonan
octroi di wilayah Indonesia diajukan melalui kantor
pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke
Octrooiraad di negeri Belanda.

Pernyataan tidak berlakunya undang-undang
octrooi ini .tidak,6  diteruskan  .dengan pembentukan
undang-undang paten yang baru. Sebagai jalan keluarnya
guna menampung permintaan paten dalam negeri maka
Menteri Kehakiman R.I. mengeluarkan pengumuman
tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5/41/4 B.N. 55,
yaitu meberikan suatu upaya yang bersifat sementara.
Selanjutnya untuk menampung permintaan luar negeri
(mengenai paten) Menteri Kehakiman juga mengeluarkan

pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953, No. J.G. 1/2/17
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B.N. 53-91. (Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah,

1993: 80).

Dasar Hukum Paten

Negara Indonesia adalah negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
yang bertujuan untuk mewwujudkan masyarakat adil
makmur dan merata materiil maupun spirituil. Salah
satu cara untuk mewwujudkannya salah satunya adalah
peningkatan dalam bidang teknologi dan industri.
Sedangkan untuk peningkatan dalam pembangunan industri
tersebut diperlukan upaya untuk mewwujudkan iklim yang
lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi dan
memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan
tersebut, dengan catatan teknologi tersebut tidak
bertentangan dengan.Pancasila dan Undang-UndangiziDasar
1945 pada umumnya dan undang-undang paten pada
khususnya.

Adapun und;ng-undang paten itu sendiri diatur
dalam undang-undang no. 6 tahun 1989, Lembaga Negara
tahun 1989 No. 39 dan dilengkapi dengan aturan-aturan
lainnya sebagai penjelas dalam paten tersebut antara
lain:

1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 32
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tahun 1991 tentang: Impor bahan baku atau produk
tertentu yang dilindungi paten bagi produksi obat
di dalam negeri.

2. Peraturan pemerintah no. 32 tahun 1991, tentang
daftar yang impornya tidak dianggap sebagai
pelanggaran paten.

3. Peraturan pemerintah no. 33 tahun 1991, tentang
pendaftaran khusus konsultan paten.

4. Peraturan pemerintah no. 34 tahun 1991, tentang
tata cara permintaan hak paten.

e. Keputusan Menteri Kehakiman nomor. M-01. HC.02.10
tahun 1991, tentang paten sederhana.

f. Keputusan Menteri Kehakiman nomor M - 02.HC.02.10
tahun 1991 tentang penyelenggaraan pengumuman
paten.

g. Surat , Edaran Menteri Kehakiman no. M. . 03-HC.02.01
tahun 1991, tentang penetapan sementara biaya
permintaan dan pemeriksaan substantif paten.

(Chairul Anwar, 1992: 57-224).

Dengan adanya undang-undang paten dan beberapa
penjelasannya, seorang tidak dengan begitu saja meniru
atau menjiplak karya orang lain, karena suatu penemuan
khususnya dalam bidang teknologi pada dasarnya 1lahir
dari karya intelektual manusia, karena kelahirannya

telah melibatkan .tenaga waktu dan biaya berapa pun
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besarnya. Apabila tidak ada perlindungan atas
kreativitas intelektual ini yang berlaku dalam
penemuan ini, mata tiap orang dapat meniru secara

bebas serta memproduksi tanpa batas. (Sudargo Gautama,

1995: 08).

Hak Paten sebagai Jaminan dalam Gadai

Setiap penemuan yang sudah dipatenkan, pasti
akan mempunyai semacam sertifikat atau bukti autentik
bahwa seseorang 1itu telah mematenkan temuannya.
Sehingga dapatlah dikatakan, bahwa dengan dimilikinya
sertifikat atas diri seseorang, maka melekatlah suatu
hak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum atas
temuan yang telah dipatenkan.

Dalam pasgl 499 KUH Perdata dinyatakan bahwa,
menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan
adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat
dikuasai oleh hak milik. (Subekti dan Tjitrosudibio,
1991: 133).

Menurut pasal 509 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

"Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan

yang dapat berpindah atau dipindahkan." (R. Subekti
dan Tjitrosudibio, 1991: 157).

Hak paten adalah termasuk hak milik, sedangkan
hak milik menurut hukum merupakan hak milik yang

paling sempurna, dalam arti orang yang mempunyai hak
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milik tersebut dapat berbuat bebas terhadap benda
asalnya tidak melanggar undang-undang atau hak orang
lain seperti tersebut dalam pasal 570.

Benda-benda dapat dipakai jaminan baik seluruh
atau terhadap benda-benda tertentu untuk Jaminan
terhadap benda keseluruhannya, sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 1131 KUH Perdata bahwa segala keberadaan
si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak,
baik yang sudahwada maupun akan ada di kemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyatakan
bahwa: keadaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama
bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya;
pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar - kecilnya
piutang masing-masing, kecuali apabila di antara. para
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di
dahulukan. (Subekti dan R. Tjitrosudiro, 1985: 265).

Dengan ketentuan pasal 1132 di atas maka
tidaklah bertentangan apabila dikatakan "hak milik"
dalam harapan atau yang akan ada yang mempunyai
legalitas hukum seperti tagihan-tagihan terhadap suatu
pihak dapat Jjuga dijadikan sebagai jaminan dalam

pinjaman.
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Tetapi biasanya, orang meminta sesuatu benda
tertentu baik benda bergerak maupun benda tak
bergerak. Apabila Jjaminan tersebut merupakan benda
tidak bergerak maka hak keberadaanya adalah hypotik,
sedang apabila benda Jjaminan itu berupa benda
bergerak, maka hak keberadaannya adalah gadai atau
pandreht.

Gadai dapat di adakan atas benda bergerak, baik
yang berwwujud maupun tak berwujud (Mariam Darus Badrul
zaman, 1991: 66). Sedang gadai untuk benda bergerak
tak berwujud terjadinya adalah:

1. Untuk piutang atas nama (vordering op naam)
Terjadinya dengan pemberitahuan kennisgeving
penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hak
gadai itu harus dilaksanakan. Seperti dinyatakan
dalam pasal 1153 KUH Perdata. (Mariam Darus Badrul
zaman, 1991: 66).

2. Untuk piutang atas tunjuk (vordering aan order)

Terjadipya dengan indosemen dan penyerahan
suratnya seperti dinyatakan dalam pasal 1152 KUH
Perdata (Mariam Darus Badrulzaman, 1991: 69).

3. Untuk piutang atas bawah (Vordering aan tonder)

Terjadinya dengan menyerahkan ke dalam tangan

atau pemegang gadai atau pihak ketiga yang
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disetujui pihak kedua seperti dinyatakan dalam
pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata. (Mariam Darus
Badrulzaman).

Dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan
bahwa hak paten itu adalah merupakan suatu benda yang
dapat diikat sebagai jaminan bentuk benda bergerak tak
berwujud, dikarenakan hak paten itu adalah suatu hak
yang bernilai, dapat dihibahkan, diwariskan dan
dijual-belikan. Hal ini dapat dikuatkan dalam pasal 17

Undang-Undang no. 6 tahun 1989 tentang paten.



BAB 1V
ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PATEN

SEBAGAI JAMINAN GADAI

A. Analisa Hukum Islam Tentang Hak Paten Sebagai Hak

Milik

Bagi figh Islam, hak paten merupakan formulasi
dari sekian banyak problematika parsial yang belum
pernah ada pada masa perkembangan hukum klasik Islam.
Di satu sisi Iglam dituntut untuk segera menjawab
perkembangan waktu yang selalu membawa muatan
permasalahan hukum yang kompleks.

Sebagai standarisasi pemahaman, perlu diketahui
adanya satu visi yang searah tentang karakter bahasan
(hak paten) yang secara umum masuk dalam lingkup
muamalah, mempunyai corak ijtihadi, sehingga di
dalamnya muncul nuansa-nuansa baru yang diharapkan
mendukung dan tidak bertentangan dengan nash (al-
Qur'an dan al-hadits) dengan berbagai ketentuannya
yang banyak ulama mengatakan bersifat global dan
universal. v

Hak paten kalau ditinjau dari faktor historis

awal timbulnya dan pengertian serta komponen yang
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melingkupinya (dalam arti) yang diatur oleh Undang-
Undang No. 6 tahun 1989, di sana terdapat nilai guna
dan ekonomi (sebuah telaah esensi). Dikatakan
demikian, sebab konsekuensi serta efek yang dihasilkan
dari penggunaan dan pelaksanaan hak paten itu sendiri
pada finalnya nanti mengarah pada wewenang dan
kekuasaan seseorang untuk memanfaatkan haknya. Yaitu
hak paten yang bisa dipastikan mempunyai nilai yang
tidak saja dapat diukur dari ekonomi tapi Juga
mengantongi nilai yang 1lain semacam pengembangan
keilmuan dan lain sebagainya. Walaupun pada kali yang
lain UU tersebut tidak menguraikan satu-satu dari
pengertian hak paten itu sendiri. Taruhlah, dalam
konteks Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tidak mengupas
dengan detail maksud atau arti dari hak yang
dimaksudkan. Akan tetapi, dalam keterangan yang
selanjutnya (lihat pasal I butir 1) pengertian paten
secara tidak 1aggsung dirumuskan dengan penyebutan
hak.

Terlepas dari itu semua, dari sini mulai terkuak
suatu ilustrasi dan indikator bahwa hak paten
merupakan bagian dari kekayaan (bagi orang yang
memilikinya). Hingga tidak berlebihan (logis) jika

pendapat seperti ini didukung oleh KUH Perdata; jo
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pasal 750 dengan mengklasifikasikan (hak paten) dengan
benda. Sedangkan dalam pembentukan konsepsi Islam,
secara spesifik pemunculan persepsi masalah "benda"
dikedepankan dengan jawaban yang beragam lewat proses
tawar-menawar hingga pada pemilahannya dihadapkan pada
kondisi yang kontroversial, yang secara tidak langsung
terakomodasi dalam 1lingkup batasan syara' dengan
memingjam Tarikh Tasyri' dan situasi kekinian
(kebutuhan dalam analogi masalah).

Dari banyak pengertian, rukun dan syarat tentang
hak dan milik yang diadopsi dari banyak pemikir
(ulama), bisa dikonklusikan satu pemahaman, meski di
sini ada pemisahan antara hak dan milik untuk
pendifisiannya masing-masing. Pertama, pengertian hak
versi Ahmad Zarqo', sebagaimana diuraikan dalam bab
11, dengan pengertian tersebut nyatalah bahwa
ketentuan khusus itu adalah hubungan yang mengandung
hak yang obyeknya benda seperti hak piutang dengan
sebab apapun Jjuga mengandung hak yang obyeknya
kekuasaan penguasaan pribadi seperti hak wali atas
mereka di bawah perwaliannya. Jadi hak berdiri di atas
asas tidak adanya persamaan dengan orang lain terhadap
benda, seseorang atau sesuatu yang dikuasainya, ini

juga Dberarti hak tidak meliputi benda konkrit yang
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dimiliki karena tidak adanya kekuasaan dan tekanan,
lain pula dengan konsep-konsep yang dicetuskan oleh
jumhur fuqoha' sebagaimana diuraiakan dalam bab 1II.
keterangan ini memakai suatu penjelasan bahwa
ketentuan khusus itu harus memberikan kekuasaan
monopoli khusus kepada seseorang tertentu untuk
mempergunakannya dan mencegah lainnya.

Kedua, pengertian milik. Sebelumnya perlu
dijelaskan bahwa pengertian secara definitif memang
harus diprioritaskan, mengingat dari hubungan antara
hak paten dan hak milik (menurut muamalah) terdapat
persamaan dan perbedaan yang mendasar. Hal ini
dipengaruhi oleh banyak faktor atas sumber,
pertimbangan dan sudut pandang yang tidak sama. Dan
maksud dari pendefinisian tersebut tetap dijauhkan
dari semua ulasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya.

Kembali pada point permasalahan. Begitu pula
terhadap hak, milik dalam pengertiannya masih bersifat
pemikiran relatif yang patut diuji ketentuan
obyektifitas dan validitasnya, hingga dapat dimaklumi
jika di kalangan pemikir Islam memberikan suguhan atas
definisi milik secara variatif tanpa adanya perbedaan

(menyalahi aturan hukum Islam) yang tajam. Maka dalam
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realitanya milik dapat dikatakan sebagai hubungan
manusia dengan benda yang ditetapkan oleh syara' dan
benda itu dikhususkan baginya, juga diartikan sebagai
sesuatu yang dimiliki. Dalam hal ini bisa dipahami
dengan melihat bagaimana diskripsi yang diberikan oleh
kalangan pemikir (fuqaha') dari madzhab Hanafi
sebagaimana diuraikan dalam bab II, giringan mereka
mengarah pada arti yang luas tentang hak milik dan
benda. Keumuman hak milik ini, memakai keleluasaan
bagi pelaksanaan muamalah untuk mengkondisikan dengan
tuntutan (ekonomi). Tapi di lain pihak, harus tetap
berhati-hati (selektif), sebab prinsip dasar dalam
muamalah masih begitu transparan, yang mengacu pada
batasan hukum yang global.

Oleh karena itu dalam perspektif fiqh, hak paten
menurut  pengertian, umum . vang selama  ini dipakai
sebagaimana diuraikan dalam bab III, bisa dimasukkan
ke dalam salah satu dari kategori hak milik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
keduanya sama-sama mencakup kekuasaan untuk
memfungsikan sesuatu (nilai) yvang berekses
kekayaan/kebendaan. Apalagi dengan mengamati secara
cermat ketentuan-ketentuan yang punya korelasi dengan

macam-macam milik dan cara memperolehnya, sebagaimana
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diuraikan dalam bab II, walaupun dalam muamalah Islam
telah ada ketetapan (halal dan haram) yang tidak bisa
ditawar dan merupakan satu keharusan untuk
mematuhinya. Akan tetapi halnya dalam hak paten,
proses pengajuannya pun juga tidak bisa lepas dari
seleksi obyek hak paten itu sendiri, berarti berjalan
di atas aturan hukum, yang nota bene merupakan
rekayasa manusia untuk kepentingan bersama (public
interest).

Dari karakteristik hak paten yang demikian, yang
telah diuraikan dalam bab I1I, ini terdapat
spesifikasi yang membatasinya, hingga kalau hak paten
ini masuk dalam cakupan hak milik (versi Islam), itu
dikarenakan sifat dari hak milik dalam fiqh Islam
bersifat umum dan luas. Akan tetapi bila ditinjau dari
lensa obyeknya, antara hak paten dan hak milik masih
harus ada penyelarasan terhadap ketentuan bisa“ tidak
(istilah hukum) atau halal-haram (istilah figh
muamalah) nya obyek tersebut dijadikan hak paten dalam
hak milik. Akan tetapi sempurna jika dalam aplikasinya
terdapat sinkronisasi konsep dan format kerja, hingga
figh 1Islam (juga wulama) terpacu untuk menawarkan
sistem ideal (islami). Ini satu kemungkinan dari
kenyataan zaman yang harus diupayakan (follow up yang

tidak mudah dilalui).
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B. Analisa Hukum Islam Tentang Hak Paten Sebagai Jaminan
Gadai

Uraian tentang gadai, sebagaimana diuraikan
dalam bab II, yang telah dikupas sebelumnya, memberi
kontribusi praktis bahwa gadai bisa diartikan sebagai,
memberikan barang atau sesuatu yang bermanfaat kepada
orang, sebagai tanda jaminan (bukti) kepercayaan bahwa
kita berhutang kepadanya.

Dalam hal (gadai) ini semua ulama sepakat akan
kebolehannya, akan tetapi teknis dari pelaksanaan
gadai itu sendiri beragam tergantung situasi dan
kondisi masyarakat setempat, sebab Rasulullah
melakukan akad gadai, seperti yang ditulis dalam
gadai, masih dengan cara yang sangat sederhana, begitu
pula obyek benda yang beliau jadikan jaminan. Melihat
peradaban, .dan.ikultur yvang, masih dibangun, -waktw ,itu
serta langkahnya formulasi teknis yang dilakukan oleh
Nabi dan para sahabat, merupakan suatu tugas bagi
generasi setelahnya untuk mengembangkan prinsip umum
vang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat waktu itu.
Kelanjutan dari pengembangan ini pula yang membentuk
konsep-konsep baru dalam muamalah termasuk di dalamnya
hak, milik dan benda yang merupakan komponen saling

terkait yang berhubungan dengan gadai.
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Mengenai bukti (jaminan) dalam gadai, yang
disinyalir semacam suatu keharusan adanya, di sini
ulama masih ban&ak memperselisihkan pada hakekat dari
Jaminan itu sendiri. Satu pihak ada yang mengatakan
bahwa jaminan itu merupakan suatu benda (materi),
sedangkan di pihak yang lain berpendirian bahwa
jaminan haruslah sesuatu yang mempunyai nilai
ekonomis. Dua kelompok besar ini pada muaranya juga
berangkat dari realita historis yang mempunyai
kesimpulan bahwa obyek dari jaminan gadai haruslah
berupa benda yang mempunyai nilai ekonomi.

Sekilas ada semacam dualisme pemahaman dari
uraian di atas. Akan tetapi Jjuga patut dimengerti
bahwa gadai sendiri pada hakekatnya adalah hutang,
sedangkan hutang yang menjadi obyek dalam kajian
muamalah secara umum merupakan kebutuhan manusia,  yang
secara garis besar mempunyai nilai ekonomi. Oleh sebab
itu, yang akan dijadikan jaminan dalam gadai pun harus
punya nilai ekonomi. Alasan berikutnya, menilai
substansi tersebut timbul bermacam-macam pengertian
kebendaan, unsur-unsur kebendaan dan pembagian dari
benda itu. Ulama mempunyai pendapat yang demikian,
adalah upaya optimal yang bertendensi terhadap luasnya

cakupan yang akan diperolehnya dari kriteria dan
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pengertian barang atau benda tersebut, sebab benda
merupakan sa%ah satu media dalam bermuamalah,
tentunya, wupaya yang mereka hasilkan itu diusahakan
untuk tidak keluar dari rangka syari'at yang suci.
Maka, bukan suatu ketergesaan jika dalam menyikapi hal
semacam ini, sudah dapat diperoleh sebuah jawaban dari
kompleksitas dan kapasitas yang dimiliki oleh benda
terhadap komposisi yang terdapat dalam hak paten.
Untuk 1lebih jelasnya dalam pengertian bahasa
yang sederhana dapat dilogikakan, bahwa hak paten
dapat dijadikan sebagai jaminan gadai. Sebab yang bisa
dijadikan Jjaminan (bukti) dalam gadai haruslah benda
atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, sedangkan
hak paten semisal diartikan sebagai sesuatu (bukan
benda) hal ini tetap bisa dijadikan jaminan (bukti)
dalam gadai sebab hak paten punya nilai ekonomi B yang
bisa disewakan, dihibahkan, diwariskan atau dijual-
belikan. Begitu juga hak paten dapat dipakai sebagai
jaminan (bukti) untuk gadai, karena pengertian, unsur,
dan pembagian dari benda, sebagaimana diuraikan dalam
bab 1II, yang ditawarkan oleh wulama (lihat Hanafiyah
dan Ahmad Zarqo' dalam bab II) memberi peluang pada
hak paten untuk seyogyanya dimasukkan dalam kategori

benda.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan yang telah dikemukakan, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Hak paten adalah suatu hak yang diberikan oleh
negara kepada penemu atas hasil temuanya di bidang
teknologi, ;elama waktu tertentu, seorang penemu
dapat melaksanakan haknya tersebut dengan
melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya
terhadap orang lain dengan cara membuat, menjual,
menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk
dijual atau disewakan.

Pelaksanaan utang piutang dengan hak paten sebagai
jaminannya ditinjau dari hukum Islam tidak
dilarang, karena hak paten adalah termasuk benda
yang tak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi,
sedangkan dalam suatu jaminan diharuskan adanya

benda yang dapat dinilai dengan uang.
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Saran-saran

Setelah penulis menganalisa tentang hak
sebagai hak milik dan hak paten sebagai jaminan
gadai, maka penulis menyarankan kepada umat
untuk tidak ragu-ragu lagi menjadikan hak
sebagai jaminan, karena ditinjau dari kaca mata

hak paten tersebut termasuk kategori hak milik.
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